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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang 

mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan. Dikarenakan 

membuka usaha atau berbisnis sangat menjanjikan hasilnya bagi para pelaku 

usaha. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha sering kali berbuat 

kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Sebab itu juga akan berdampak 

pada kerugian produsen itu sendiri secara hukumnya. Hukum perlindungan 

konsumen mendapat perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna 

mensejahterakan keduanya, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang 

mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama 

untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Karena 

di dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

adanya kepastian hukum utuk memberikan perlindungan kepada konsumen
1
. 

Secara umum hubungan yang terjalin antara produsen dengan 

konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan itu terjadi 

karena keduanya memang mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup 

tinggi antara produsen dan konsumennya. Produsen sangat membutuhkan dan 

sangat bergantung atas konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan 

konsumen, tidak mungkin produsen dapat berjalan kelangsungan usahanya. 
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Sebaliknya, konsumen kebutuhan sangat bergantung dari hasil produksi 

produsen.
2
 Dengan ketergantungan inilah yang sifatnya masal maka 

pemerintah harus ikut campur tangan dalam melindungi kepentingan konsumen 

dengan menerbitkan undang-undang perlindungan konsumen. Karena 

lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen pemerintah disinji juga 

berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem 

kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan 

mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.
3
 Sebab itulah perlu di 

berdayakan potensinya, mengingat selama ini pada konsumen umunya kurang 

mengerti atau kurang waspada sehingga tergiur oleh pemasaran yang menarik 

tampa memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.
4
 

Pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan 

berisiko pada konsumen, dalam hal ini juga termasuk semua organisasi yang 

bergerak pada perlindungan konsumen. Disini ada 6 hal yang wajib dimilki 

oleh organisasi konsumen dan kelompok konsumen, yaitu
5
: 

1. Mereka harus secara esklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen. 

2. Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara 

yang merugikan konsumen. 

3. Mereka harus nonprofit making dalam profil aktifitasnya. 
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4. Mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apa 

pun dalam publikasi-publikasi mereka. 

5. Mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang 

mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan. 

6. Mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka 

dipengaruhi atau dibatasi pesan pesan sponsor/tambahan. 

Tujuan dari perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk 

meningkatkan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung hukum ini juga 

akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung 

jawab. Namun semua tujuan itu tidak akan tercapai bila hanya pemerintah saja 

yang melakukannya disini juga  diperlukan campur tangan masyarakat juga 

agar terwujudnya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut maka dari itu 

disni YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ikut 

berperan serta dalam menjalankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

YLKI juga bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan perlinjdungan konsumen 

pertama di tanah air.
6
  Hanya saja YLKI berbeda dengan lembaga perlindungan 

konsumen lainnya, YLKI lembaga yang berbentuk yayasan dan bisa 

menerbitkan masalah konsumen di warta konsumen. Program kerja YLKI 

sendiri meliputi
7
: 

1) Melakukan   penyebaran Informasi terhadap kasus –kasus yang  dihadapi 

oleh konsumen baik dalam bidang barang/Jasa. 
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2) Melakukan pengawasan terhadap Obat-obatan, Makanan serta Jasa yang 

beredar di masyarakat dan melakukan penyuluhan  tentang perlindungan 

konsumen i dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban 

dan kahati-hatian konsumen. 

3) Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan 

organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan 

internasional. 

4) Memberikan advokasi dan konsultasi hukum bagi konsumen untuk 

mendapatkan perlindungan hukum yang efektif 

5) Membantu  Memfasilitasi  konsumen kepada pemerintah  atas  pelayanan 

publik yang diberikan. 

YLKI merupakan organisasi nir laba yang berbentuk yayasan. YLKI 

telah mendapat pengesahan dari KEMENKUMHAM  No. AHU-

2554.AH.01.02 Tahun  2008. Berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, YLKI merupakan saalah satu lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang bergerak pada 

bidang perlindungan konsumen. Menurut Undang-UndangPerlindungan 

Konsumen No  8 Tahun 1999 dalam hal pengawasan lebih dibatasi pada 

pengawasan pada konsumen itu sendiri. Sedangkanpengawasanterhadap pelaku 

usaha dilakukan oleh Pemerintah sendiri. Oleh karena itu apabila terjadi 

persoalan kerugian konsumen, maka semua itu berawal pada kelalaian 

Pemerintah dan pemberian izin usaha kepada masyarakat. 



5 
 

Tugas LPKSM menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yang 

berarti juga tugas yang harus dilakukan YLKI meliputi
8
: 

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan 

atau jasa ; 

2. Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen; 

4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 

5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Di dalam segala aktivitas tentu saja organisasi konsumen seperti 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bertindak dalam kapasitasnya 

selaku perwakilan konsumen.
9
 Mengikuti ketentuan tersebut dan Peraturan 

Pemerintah No. 59 Tahun 2001, YLKI terdaftar pada dinas perindustrian dan 

perdagangan dan memiliki TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan 

Konsumen) No. 470/1.824.221 Tahun 2005
10

.  Dari beberapa hal tersebut, 

YLKI berperan sebagai tempat pelapor masalah konsumen yang di hadapinya. 

Lembaga ini sebenarnya dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

                                                           
8
Pasal 44 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.   

9
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc.cit. 

10
By  Yudha, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/ylki.profil.or.id,  terakhir kali di 

akses pada 18 juli 2016 pukul 21.00wib. 

 

 



6 
 

dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukan bahwa perlindungan 

konsumen menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Sebenarnya adanya yayasan lembaga konsumen indonesia ini, 

memberikan harapan besar untuk mewujudkan tercapainya impian UUPK yaitu 

pemberdayaan konsumen. Akan tetapi YLKI ini masih di pandang oleh 

masyarakat luas sebagai lembaga pemerintahan. Pemerintah sebenarnya hanya 

bertindak sebagai pengayom masyarakat dan juga sebagai Pembina pelaku 

usaha dalam meningkatkan perekonomian  Negara. Bentuk perlindungan 

konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, 

peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu suatu barang. Dan juga, 

tidakkalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan 

peraturan terhadap standar yang telah di tetapkan. 

Sikap yang bersifat adil dalam melihat kepentingan konsumen dan 

produsen diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Perlindungan kepada konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan 

konsumen yang merugikan kepentingan pelaku usaha, jadi harus ada 

keseimbangan.
11

 Adapun ketentuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha 

dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat 

yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang 

bertujuan didirikannya organisasi ini untuk kepentingan perlindungan 
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konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 

dasarnya.
12

 

Jadi itulah sebab kenapa tugas pengawasan terhadap pelaku usaha harus 

lebih efektif karena memang banyak lembaga yang sudah bergerak pada bidang 

perlindungan konsumen, apa lagi kita lihat makin berkembangnya negara kita 

makin banyak juga usaha yang mempermudah dan terkadaang tidak 

memperdulikan kesehatan konsumen. Pengawasan harus dilakukan dengan 

intensif agar tidak berdampak dan berisiko pada kesehatan masyarakat yang 

akan dirasakan dalam jangka panjang apabila ada pelaku usaha yang hanya 

bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan standar yang telah 

ditetapkan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam 

memasarkan produk, baik barang maupun jasa
13

. 

Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang 

mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan. Depot air  

minum misalnya. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan 

proses pengolahan air baku menjadi air minum  dan menjual langsung kepada 

konsumen
14

. Dan kebanyakan dari mereka yang berusaha lebih 

memperkenalkan depot air mereka dengan cara berkeliling-keliling ke rumah-

rumah masyarakat dan menyediakan layanan siap antar jemput bahkan 

memberikan bonus gratis kepada pelanggan yang sudah sudah berlangganan air 

isi ulang pada depotnya. 
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Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen.(Jakarta : Diadit media, 2002) h.230. 
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Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Jakarta, Grasindo, 2004, h. 62. 
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Namun dengan maraknya depot air yang tersebar di seluruh daerah di 

Indonesia khususnya di kota Pekanbaru bahkan di pelosok-pelosok daerah 

sekarang sudah menjamur depot air minum isi ulang, karena sejalan dengan 

kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat 

juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. 

Maraknya bisnis baru ini tak terlepas dari semakin mahalnya harga air minum 

kemasan terutama yang bermerek. Kalau air mineral yang dikemas dalam 

galon ditawarkan Rp 8.000 sampaiRp 20.000 (tukargalon), maka air isi ulang 

harganya antara Rp 3.500 - Rp 6.000 per galon.Harga yang ditawarkan air 

minum isi ulang bisa lebih murah lantaran biaya murah dan ada layanan antar 

jemput gratis dari pihak pengusaha. 

Bila kita lihat antara pelaku usaha dan konsumen, banyak sekali kasus-

kasus yang timbul dan merugikan konsumen dan hal tersebut juga di perparah 

lagi oleh tidak tahunya konsumen akan kebersihan air tersebut. Disinilah 

pemerintah juga harus berperan dalam hal pengawasan dan memberikan hak 

konsumen yang di lakukan oleh dinas kesehatan dan jajaran lembaga 

perlndungan konsumen lainnya. Pemerintah juga berperan mengatur, 

mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem kondusif saling berkaitan 

satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat 

secara luas dapat tercapai.
15

 Bahkan dalam PERDA Pekanbaru No. 5 Tahun 

2005 juga sangat menegaskan akan peran pemerintah dalam upaya memenuhi 

standar mutu kualitas air minum di kota ini. Dan juga disini di perkuat oleh 
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Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 

pencemaran air, kemudian juga ada Peraturan Menteri Linkungan Hidup No. 1 

Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Air. Jadi pemerinah memang 

harus sangat memperhatikan air-air yang banyak di gunakan, terkhususnya air 

minum. Karena air yang kita minum sangat berpotensi menimbulkan penyakit, 

sebab langsung di berhubungan dengan organ pencernaan kita. 

Sebelum hal itu terjadi, konsumen produk air isi ulang juga harus 

mengetahui apakah air isi ulang yang dipasarkan oleh para pelaku usaha sudah 

layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat apa belum karena yang kita tahu air 

isi ulang tersebut sudah ada alatnya dan tabung air yang menampung air 

tersebut tanpa tahu dengan pasti dari mana air tersebut didapat. Kebanyakan 

depot air minum di Pekanbaru hanya menggunakan sistem manual, sehingga 

mempengaruhi kualitas air mengandung bakteri dan jamur
16

. sebab tanpa 

adanya konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan 

usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhan sangat bergantung dari hasil 

produksi produsen.
17

 Ketentuan mengenai air minum isi ulang yang layak 

untuk dikonsumsi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan 

dalam pasal 2 juga telah menegaskan “setiap penyelenggara air minum wajib 

menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan”.
18

Dan juga 
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 

651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan 

Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam pasal 3 

menjelaskan tentang wajibnya pelaku usaha depot air minum isi ulang 

mencantumkan keterangan bahwa air ditempat mereka telah diuji oleh 

laboratorium kualitasnya
19

. 

Di Kota Pekanbaru perkembangan depot air isi ulang berkembang 

sangat pesat.Air isi ulang ini memang sangat diminati oleh masyarakat di Kota 

Pekanbaru disamping relatif murah dan mudah di dapat.Seperti yang dikutip 

dari Ketua YLKI RIAU “memang saat ini keberadan depot-depot air minum 

isi ulang di Riau, khususnya Kota Pekanbar, Tampak dengan begitu menjamur 

Pertumbuhannya dan kemungkinan besar banyaknya depot air minum ini tidak 

memiliki izin dari Instansi terkait, ini ditakutkannya akan berdampak pada 

kesehatan masyarakat
”20

. Tetapi sangat disayangkan masyarakat kurang begitu 

peduli dengan kualitas air minum yangdi konsumsi tersebut apa sudah 

memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertulis diatas 

dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum yang ditulis lebih ringkas dengan menempatkan detail tata 

laksana teknis depot air minum pada Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No 651 Tahun 2004. 
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Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No 

651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan 
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Rul, YLKI meminta Ditertibkannya Perizinan Depot Air Minum Yang 

Menjamur,www.Riau24.com , Terakhir kali di Akses pada 5 Oktober 2016 pukul 21.00 wib 

http://www.riau24.com/
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Pengawasankualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan 

pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan air 

minum yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin 

kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat
21

.Oleh karena itu 

pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan 

berisiko pada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang 

apabila ada pelaku usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa 

memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan The Due Care 

Theory menyatakan, pelaku  usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati 

dalam memasarkan produknya, baik barang maupun jasa
22

. Sehingga sangat 

penting bagi pelaku usaha depot air dalam memenuhi kelengkapan izin 

usahanya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang ada 

Dari keterangan diatas masih banyak kita temukan pengusaha yang 

membuka depot air minum isi ulang yang tidak mengindahkan peraturan 

tersebut dan tidak memperhatikan standar yang juga telah di tetapkan. Jadi 

bagaimanakah pengawasan perlindungan konsumen kita, jika dari pemerintah 

khusunya YLKI badan yang bergerak dibidang pengawasan konsumen terus 

membiarkan hal ini. Seharusnya dengan adanya YLKI ini besar harapan 

masyarakat dan bangsa terhadap lembaga ini agar kita tidak ragu lagi untuk 

membeli air minum isi ulang di daerah kita khusunya daerah kota pekanbaru.  

                                                           
 

21
Pasal 4 ayat (3) Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum   
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Shidarta,Op.cit .,  h. 62 
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Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih 

mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus 

dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS 

YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA RIAU DALAM 

PERLINDUNGAN KONSUMEN AIR MINUM PADA DEPOT AIR 

MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan maka penulis membatasi 

permasalahan mengenai : 

a) Pelaksaan tugas yang berobjekkan hanya pada depot air minum isi ulang 

yang ada diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan penelitian ini hanya 

terfokus pada 1 tempat penelitian yaitu YLKI Riau; 

b) Peneliti hanya mengambil batasan masalah mengenai tugas lembaga 

konsumen hanya 3 tugas, dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan 

pihak YLKI Riau yaitu tentang pengawasan, melakukan kerja sama, 

memberi informasi kepada konsumen; 

c) Kemudian peneliti juga membatasi masalah yang mempengaruhi faktor 

intrernal pada lembaga YLKI Riau ini yang juga karena kurangnya 

informasi dari pihak YLKI Riau. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian latarbelakang permasalahan diatas, maka 

dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

Riau dalam perlindungan konsumen air minum pada depot air minum isi 

ulang di Kec. Tampan Kota Pekanbaru menurut undang-undang nomor 8 

tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 

2. Apa saja faktor  yang mempengaruhi YLKI Riau dalam melakukan tugasnya 

dalam perlindungan konsumen air minum pada depot air minum isi ulang di 

Kec. Tampan Kota Pekanbaru menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia Riau dalam perlindungan konsumen air minum pada 

depot air minum isi ulang di Kec. Tampan Kota Pekanbaru menurut 

undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk Mengetahui apa saja factor kendala yang mempengaruhi YLKI 

melakukan tugasnyadalam perlindungan konsumen air minum pada depot 

air minum isi ulang di Kec. Tampan Kota Pekanbaru menurut undang-

undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam 

menyelesaikan studi di FakultasSyari’ahdanHukumUniversitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah dan 

peran YLKI terhadap depot air minum isi ulang yang bermasalah. 

3. Sebagai bahan untuk dapat memberikan masukan bagi para pengusaha atau 

untuk masyrakat lainnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, 

maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  

sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (law 

enforcement)
23

. Dan jenis penelitian ini penelitian lapangan, dimana  

penelitian dilakukan dengan cara observasi, artinya peneliti terjun langsung 

kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan 

data berupa wawancara. Sedangkan analisis yang digunakan iaalah 

Kualitatif karena jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat 

                                                           
23

Amiruddin,Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  PT Rajawali Pers, 

Jakarta, 2009, h. 134 
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deskriptif, maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci 

mengenai tentang tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Riau dalam 

perlindungan konsumen terhadap depot-depot air minum isi ulang yang 

tidak mengindahkan peraturan menteri kesehatan di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Tentunya penelitian ini di ajukan juga dengan observasi 

atau survei lapangan terlebih dahulu, karena diakibatkan padatnya penduduk 

di Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut yang membuat usaha depot air 

minum ini juga menjamur di setiap Kelurahaannya.  

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek hukum ialah segala sesuatu yan berguna bagi subjek hukum 

yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubugan hukum, karena sesuatu 

itu dapat di kuasai oleh subjek hukum, sedangkan subjek hukum adalah 

segala sesuatu yang dianggap dapat menjadi pendukug hak dan kewajiban 

atau mempunyai kewenangan hukum. Adapun Objek dari Penelitian ini 

adalah tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perlindungan 

konsumen terhadap depot air minum isi ulang berkaitan denganpenerapan 

standar mutu kualitas air minum isi ulang, sedangkan yang menjadi subjek 

Penelitian adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Riau. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia Riau, Adapun alas an peneliti memilih lokasi tersebut adalah 

dengan pertimbangan: 
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a. Karena Kota Pekanbaru telah menjadi sebuah wilayah yang cukup 

diperhitungkan dan termasuk salah satu daerah yang laju perekonomian 

dan pertumbuhan penduduknya cepat meningkat apa lagi khususnya di 

Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang kita tahu di apit 2 universitas Negri 

yang membuat sekitaran Kec Tampan ramai oleh pendatan anak-anak kos 

dan belum lagi ditambah penduduk lama yang sudah menetap di sana, 

sehingga masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu 

penjualan air minum isi ulang atau yang biasa dikenal depot air minum 

isi ulang sangatlah marak kita jumpai dan tidak sedikit yang tidak 

memenuhi standar mutu air minum isi ulang. 

b. Karena semakin banyaknya depot air minum isi ulang yang ada, maka 

semakin banyak juga depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan 

standar mutunya walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya dari 

Kementrian Kesehatan, sehingga YLKI yang sebagai mana telah 

dijelaskan dalam undang-undang bertugas untuk menyadaarkan 

masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi air yang tepat dan 

menindak lanjuti jika ada terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. 

4. Populasi dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama
24

. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 

Metode pengambilan sample adalah Porpossive Sample yaitu pengambilan 

yang hanya di sesuaikan dengan tujuan penelitian. 

                                                           
24

BambangSunggono, MetodelogipenelitianHukum,Rajawali Press, Jakarta, h.118 
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Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Responden Populasi Sampel Ket 

1 Ketua YLKI kota Pekanbaru 1 1 100% 

2 Pengusaha/pedagang depot air minum 

isi ulang di Kec. Tampan 

44 22 50% 

Jumlah 45 23  

 

Ada pun populasidan sample dalam penelitian ini 1 orang pimpinan 

YLKI kota pekanbaru dan 44 pupulasi pengusaha depot air minum isi ulang 

sample 22pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kec. Tampan 

kota Pekanbaru. Maka dari pada itu penulis menggunakan metode 

Purpossive Sampling yakni penulis menentukan dari keterangan pimpinan 

YLKI bagaimana tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam 

perlindungan konsumen terhadap pengusaha depot air minum isi ulang yang 

ada di kota Pekanbaru terkhususnya di Kec. Tampan dan yang berkaitan 

denggan pengusaha depot air minum mana yang kan penulis teliti yaitu di 

Kec. Tampan Kota Pekanbaru. 

5. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu 

Sebagai Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

Responden Penelitian
25

, yaitu: kepada pimpinan Yayasan Lembaga 

                                                           
25

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakaarta : Universitas Indonesia, 2014, h. 12 
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Konsumen Indonesia Riau dan beberapa pengusaha depot air minum isi 

ulang di Kec. Tampan kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Data Tersier yaitu data pendukung untuk menjelaskan data primer dan 

data sekunder, Seperti kamus hukum dan media cetak. 

6. Alat Pengumpul Data 

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung atau secara lisan guna mencapai tujuan tertentu kepada 

orang yang bersangkutan
26

, yang berkenaan dengan permasalahan yang 

diteliti, yaitu mengenai tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

dalam perlindungan konsumen terhadap pengusaha depot air minum isi 

ulang. 

b. Kuesioner dilaksanakan pada bagian Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia Riau dan pengusaha depot air minum isi ulang di Kec. Tampan 

Kota Pekanbaru. 

7. Analisa Data 

Dalam penelitian ini, langkah yang peneliti lakukan adalah 

mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada responden, data tersebut 

kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat, 

selanjutnya peneliti membahas dengan membandingkan dengan Peraturan 

                                                           
 

26
Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2010, h.95 
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Perundang-undangan, Buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli, dan 

media yang menjelaskan penelitian tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut: 

BAB I :Berisi latarbelakan gmasalah, Batasan Masalah, Rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah 

terbentuknya YLKI, tugas-tugas YLKI, serangkaian strategi dan 

kegiatan YLKI, sumber keuangan YLKI Riau, struktur 

organisasiYLKI kota Pekanbaru pimpinan dan staff pada YLKI 

kota Pekanbaru. 

BAB III :Mengambarkan tentang tinjauan teoritis, yang menyangkut sejarah 

perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen, 

pengertian depot air minum isi ulang dan dampaknya kalau tidak 

sesuai standar mutu kualitas air minum. 

BAB IV :Berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri bagaimana 

pelaksanaan tugas YLKI dalam perlindungan konsumen depot air 

minum isi ulang dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

melakukan tugas-tugasnya. 

BAB V :Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang di temui di lapangan. 


